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ABSTRAK : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/I1/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pada Pembentukan Panitia
Pemungutan Suara huruf f alinia ke 2 (dua) menyatakan KPU
Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan seleksi wawancara PPS kepada PPK
dengan pengawasan dari KPU Kabupaten/Kota, berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Tabanan Tentang Pendelegasian Seleksi Wawancara
Panitia Pemungutan Suara kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Se-
Kabupaten Tabanan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Tabanan Tahun 2020 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Tabanan
ini adalah : Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat I1I dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat 1 Bali,
Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor122; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor1655), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Undang-Undang
Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang



Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5898), Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1498), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil
Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1511), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan
Nomor : 1316/PP.01.02—Kpt/5102/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Tabanan Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 1545/PP.01.2-
Kpt/5102/KPU-Kab/XI1/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi



Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 1316/PP.01.2-
Kpt/5102/Kpu-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020
dan memperhatikan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Tabanan Nomor : 308/PP.04.2-BA/5102/KPU-kab/IlI/2020 Tentang
Pendelegasian Seleksi Wawancara Panitia Pemungutan Suara Kepada
Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Tabanan dalam Rangka
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 Pada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor
: 309/PP.04.2-Kpt/5102 /KPU-Kab/IlI/2020 Tentang Pendelegasian Seleksi
Wawancara Panitia Pemungutan Suara Kepada Panitia Pemilihan
Kecamatan Se-Kabupaten Tabanan Dalam Rangka Pemilihan Bupati Dan
Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 menetapkan :

1. Pendelegasian Seleksi Wawancara Panitia Pemungutan Suara
Kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Tabanan
Dalam Rangka Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tabanan
Tahun 2020 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.

2. Pelaksanaan Tes Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-
Kabupaten Tabanan di delegasikan kepada Panitia Pemilihan
Kecamatan Se- Kabupaten Tabanan

3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan melaksanakan
pengawasan terhadap pelaksanaan Tes Wawancara Calon
Anggota Panitia Pemungutan Suara

CATATAN :
1. Keputusan KPU Kabupaten Tabanan ini berlaku sejak ditetapkan
tanggal 5 Maret 2020



